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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK
UMUM DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

ABSTRAK : - bahwa bahwa mengingat belum membaiknya kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19,
Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang bersifat komplementer agar dapat membantu
pelaku usaha dimaksud untuk melakukan recovery pada masa pandemi COVID-19 ini, dan dengan
mendasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam
pengelolaan uang negara untuk melakukan penempatan uang negara untuk pengelolaan kas,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penempatan Uang Negara pada Bank
Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355);
UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun
2020 No. 134, TLN No. 6516); PP No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN No. 4738);
Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu Rl No. 217/PMK.01/2018 (BN
Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu Rl
No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melaksanakan Penempatan
Uang Negara pada Bank Umum. Kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN tersebut
didelegasikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat. Penempatan
Uang Negara pada Bank Umum ditujukan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional yang
merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.
Pemulihan ekonomi nasional melalui Penempatan Uang Negara melengkapi kebijakan pemulihan
ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Menteri ini diatur pula ketentuan mengenai penetapan bank umum,
mekanisme penempatan (meliputi batas maksimal/limit penempatan, metode penempatan
uang, setelmen penempatan, jangka waktu penempatan), penarikan penempatan uang negara,
evaluasi berkala atas bank umum mitra, remunerasi penempatan uang negara pada bank umum
mitra, koordinasi dengan bank indonesia, serta akuntansi dan pelaporan.

CATATAN : - Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan diundangkan pada tanggal 22 Juni 2020.



